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2.3  Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisikan 

janji-janji dan target yang akan dicapai oleh suatu instansi dalam tahun berjalan kepada instansi 

yang lebih tinggi. 

Bappeda Aceh telah menetapkan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2017 yang disusun 

dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mengakomodir 

pengisian formulir Perjanjian Kinerja sesuai dengan peraturan dimaksud (Indikator Kinerja, 

target, program/kegiatan dan jumlah anggaran. Berikut ini merupakan perjanjian kinerja 

Bappeda Aceh Tahun 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappeda Aceh Tahun 2017  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1. Keselarasan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah  

Prosentase keselarasan dokumen RKPA 

Tahun 2018 dengan rancangan teknokratik 

RPJMA tahun 2017-2022 

90 % 

Jumlah Renja SKPA tahun 2018 yang telah 

direviu sebagai dasar penyusunan RKPA tahun 

2018  

59 Dokumen 

2. Sinergisitas perencanaan 

pembangunan antara Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

Dokumen kesepakatan usulan program / 

kegiatan Dana Otsus dan TDBH Migas 

1 Dokumen 

Target capaian pembangunan berdasarkan 

kesepakatan antara provinsi dan 

kabupaten/kota  

70% 

3. Perencanaan Pembangunan 

terintegrasi berbasis web-database  

Terintegrasinya seluruh data informasi berupa 

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta 

evaluasi pembangunan secara akurat dan 

berbasis data geospasial 

1 Aplikasi 

Tersusunnya dokumen RKPA dan PPAS setiap 

tahun secara elektronik 

2 Dokumen 

4. 

 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan 

      

Tersedianya data hasil monitoring pelaksanaan 

pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota 

23 Kab/Kota 

Prosentase daya serap anggaran untuk 

pembiayaan pembangunan setiap tahun 

90 % 
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Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh telah dapat melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara perencanaan pembangunan serta penilaian 

atas pelaksanaannya. Kegiatan pengelolaan ketatausahaan, pelayanan penyelenggaraan 

pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah maupun perumusan kebijakan 

teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. 

Secara garis besar dari satu sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk 

tahun 2017 dari segi output seluruhnya telah dapat dilaksanakan, begitu juga dengan outcome 

dengan indikatornya telah dapat dihitung.  

3.1.  Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017 

3.1.1  Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh 

Tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian indikator 

kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Bappeda Aceh Tahun 2017. Dalam 

perjanjian kinerja tahun 2017 Bappeda Aceh mempunyai empat (4) sasaran strategis dengan 

delapan (8) indikator kinerja. 

 

SS1:  Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

IK1: Prosentase keselarasan dokumen RKPA Tahun 2018 dengan rancangan teknokratik 

RPJMA Tahun 2017-2022 dengan target 90 %.  

Pada perjanjian kinerja tahun 2017, indikator kinerja tersebut diatas ditargetkan sebesar 90 

persen. Pada akhir tahun 2017 Bappeda Aceh  berhasil mencapai 86 %, hal ini disebabkan oleh: 

- Belum optimalnya penyelenggaraan Musrenbang dalam merumuskan perencanaan 

pembangunan  dan kurangnya dukungan politik terhadap hasil Musrenbang; 

- Belum optimalnya keterpaduan program/kegiatan antar bidang/sektor pembangunan, 

dan antar tingkat pemerintahan; 

- Masih tingginya/banyak usulan program/kegiatan pembangunan dari pimpinan daerah 

dan masyarakat yang diusulkan diluar mekanisme Musrenbang; 

- Sinergisitas pencapaian target antara provinsi dan kabupaten belum sejalan. 

 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
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IK2: Jumlah Renja SKPA tahun 2018 yang telah direviu sebagai dasar penyusunan RKPA Tahun 

2018 dengan target 59 SKPA 

Berdasarkan data yang ada, pada akhir tahun 2017 jumlah  rancangan akhir renja SKPA yang 

masuk ke Bappeda Aceh untuk dilakukan verifikasi oleh bidang perencanaan sebanyak 57 (lima 

puluh tujuh) minus dua SKPA yaitu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRA. Hasil 

verifikasi tersebut dikembalikan ke SKPA untuk disempurnakan sesuai RKPA Tahun 2018 

menjadi dokumen Renja SKPA Tahun 2018 ditetapkan melalui Keputusan 

Gubernur.

 

SS2: Sinergisitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 

IK1:  Dokumen kesepakatan usulan program / kegiatan Dana Otsus dan TDBH Migas, 

dengan target satu (1) dokumen kesepakatan usulan program/kegiatan Dana Otsus dan TDBH 

Migas telah tercapai menjadi kesepakatan program /kegiatan Dana Otsus dan TDBH Migas 

pada Tahun 2018 dengan target 1 dokumen telah dilaksanakan sepenuhnya dengan hasil berupa 

dokumen berita acara kesepakatan. 

IK2: Target capaian pembangunan berdasarkan kesepakatan antara provinsi dan 

kabupaten/kota, menargetkan sebesar 70%. Untuk indikator ini Bappeda Aceh hanya dapat 

merealisasikan  50 % dikarenakan Bappeda hanya melakukan fungsi pengendalian dan 

koordinasi terhadap dinas teknis pelaksanaan pembangunan. 

 
SS3: Perencanaan Pembangunan terintegrasi berbasis web-database 

IK1: Terintegrasinya seluruh data informasi berupa perencanaan, pelaksanaan dan monitoring 

serta evaluasi pembangunan secara akurat dan berbasis data geospasial dengan target 1 aplikasi. 

Pada tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja dengan target 1 (satu) aplikasi yang bertujuan 

mengintergrasikan antara sistem perencanaan (e-planning) dan sistem penganggaran (e-

budgeting) telah berhasil diselesaikan. Terintegrasinya secara sempurna seluruh data informasi 

berupa perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan secara akurat dan 

berbasis data geospasial direncanakan pada tahun 2019, hal ini diakibatkan aplikasi monitoring 

serta evaluasi pembangunan secara akurat dan berbasis data geospasial (e-monev) belum tersedia 

sampai saat ini. 

IK2: Tersusunnya dokumen RKPA dan PPAS setiap tahun secara elektronik, dengan target 2 

(dua) dokumen setiap tahunnya telah berhasil direalisasikan pada tahun ini. Mulai tahun 2018, 

sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 penyusunan dokumen PPAS akan dilakukan oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. 
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SS4: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

IK1: Tersedianya data hasil monitoring pelaksanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota 

Bappeda Aceh telah berhasil mengumpulkan data monitoring di 23 kabupaten/kota seluruh 

Provinsi Aceh. 

IK2: Prosentase daya serap anggaran untuk pembiayaan pembangunan setiap tahun dengan 

target 90 %. Pada 31 Desember 2017, Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Aceh (P2K- Aceh) 

yang merupakan unit kerja Bappeda Aceh yang membantu mengendalikan dan melaksanakan 

percepatan kegiatan. 

 

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Rencana Strategis 2012-2017 

Capaian realisasi kinerja untuk program tahun 2017 tidak ada yang mencapai target seperti 

yang terdapat dalam Rencana Strategis Bappeda Aceh Tahun 2012-2017. Lebih jelas dapat 

dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini. 

 

No Program dan Kegiatan Target Realisasi 

1. Program administrasi perkantoran 100% 86.61% 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana 100% 70.75% 

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 85.50% 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

100% 99.00% 

5. Program pengembangan data/informasi 100% 84.18% 

6. Program kerjasama pembangunan 100% 00.00% 

7. Program pengembangan wilayah perbatasan 100% 57.81% 

8. Program perencanaan pembangunan daerah 100% 64.14% 

9. Program perencanaan pembangunan ekonomi 100% 79.91% 

10. Program perencanaan pembangunan sosial budaya 100% 56.56% 

11. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 100% 78.71% 

12. Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga 

Internasional 

100% 17.00% 

13. Program diseminasi dan informasi teknologi 100% 72.79% 

14. Program inovasi daerah 100% 94.41% 

 

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Renstra 2012-2017 
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3.3    Akuntabilitas Keuangan 

Pada tahun 2017 Bappeda Aceh telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

lembaga teknis yang merencanakan pembangunan. Ada empat belas (14) program yang harus 

dilaksanakan oleh Bappeda melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Aceh (APBA) tahun 2017 sebesar Rp. 71,056,612,288,- (Tujuh Puluh Satu Miliyar lima puluh 

enam juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Dalam jangka 

waktu satu tahun Bappeda merealisasikan Rp. 59,573,136,087,- (lima puluh Sembilan milyar lima 

ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau 83,84% 

secara rinci pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai berikut: 

a.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup 11 kegiatan rutin perkantoran 

dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap aparatur dengan realisasi anggaran Rp. 

8,772,781,778,- terbagi dalam beberapa rincian yaitu tersedianya: 

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi 

keuangan dari Rp. 29.633.050,- atau sebesar (91,74%); 

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian realisasi fisik 

100%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 708.234.735,- atau sebesar (83,70%); 

- Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi keuangan 

dari Rp. 151,027.000,- atau sebesar 100%; 

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan 

realisasi keuangan dari Rp. 611,745,000,- atau sebesar 99,65%; 

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian 

realisasi fisik 100%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 22.727.000,-atau sebesar 80,60%; 

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian realisasi fisik 90%,- dan 

realisasi keuangan dari Rp. 2.795.424.000,- atau sebesar 87,91%; 

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi 

fisik 100%,- dan realisasi keuangan dari Rp.380,510.000,- atau sebesar 98,81%; 

- Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi 

keuangan dari Rp. 240.341.760,- atau sebesar 66,47%; 

- Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian realisasi 

fisik 100%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 674.742.108 atau sebesar 97,38%; 

- Penyediaan jasa dokumentasi kantor dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi 

keuangan dari Rp. 491.432.300,- atau sebesar 90,62%; 

- Penyediaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian realisasi fisik 

100%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 1.649.339.736,- atau sebesar 85,04%. 
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b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, mencakup 4 kegiatan dalam rangka peningkatan 

sarana dan prasarana dengan realisasi anggaran Rp. 2.267.411.720,- atau sebesar 79,40% 

terbagi dalam beberapa rincian yaitu tersedianya: 

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan 

realisasi keuangan Rp.215.090.000 atau sebesar 71,70%; 

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan capaian realisasi fisik 

sebesar 80% dan realisasi keuangan Rp. 711.881.152,- atau sebesar 67,40%; 

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dengan capaian realisasi fisik Rp. 100% dan 

realisasi keuangan Rp. 248.231.568,- atau sebesar 64,41%; 

- Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan capaian realisasi fisik sebesar 

100% dan realisasi keuangan Rp. 1.092.209.000,- atau sebesar 98,03%. 

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, mencakup 2 kegiatan dalam rangka 

peningkatan sarana dan prasarana dengan realisasi anggaran Rp. 872.533.214,-  atau sebesar 

85,50%, terbagi dalam beberapa rincian yaitu tersedianya: 

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi 

fisik 100%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 606.862.410,- atau sebesar 97,33%; 

- Pendidikan dan pelatihan teknis dengan capaian realisasi fisik 70%,- dan realisasi keuangan 

dari Rp. 265.670.804,- atau sebesar 66,93. 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 

mencakup 2 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 5.766.489.901,- atau sebesar 97,47% 

terbagi dalam beberapa rincian yaitu tersedianya ada dua (2) kegiatan yang dilaksanakan pada 

tahun 2017 yaitu: 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA dengan capaian 

realisasi fisik 100%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 5.578.489.901 atau sebesar 97,38%; 

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan 

realisasi keuangan dari Rp. 188.000.000,- atau sebesar 100%; 

- Output yang dihasilkan adalah rekam jejak APBA tahun 2017. Tersedianya laporan 

keuangan Bappeda tahun 2017 yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi 

kinerja kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.  

e. Program Pengembangan Data/Informasi, meliputi 5 kegiatan dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 3.564.360.580,- atau sebesar 80,35%, capaian kegiatan yang direalisasikan pada 

tahun 2017 secara keseluruhan yaitu:  
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- Koordinasi penelitian dan pengembangan di provinsi serta kerjasama dengan pihak lain 

dengan capaian realisasi fisik 90%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 425.464.898,- atau 

sebesar 77,47%; 

- Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan 

capaian realisasi 95%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 686.188.645 atau sebesar 81,77%, 

- Survey data primer provinsi dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi keuangan 

dari Rp. 685.209.817,- atau sebesar 88,36%; 

- Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan dengan capaian realisasi fisik 

Rp. 80%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 934.044.017 atau sebesar 71,09%. 

- Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data spasial dengan 

capaian realisasi fisik 90%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 833.453.203,- atau sebesar 

87,00%. 

f. Program Kerjasama Pembangunan, adapun kegiatan yang direalisasikan meliputi  

- Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dengan tidak terlaksana dan tidak ada 

realisasi keuangan 0 %. 

g. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan realisasi anggaran sebesar                          

Rp. 1.469.053.353,- atau sebesar 51,87% adapun kegiatan yang telah direalisasikan yaitu: 

- Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan dengan capaian realisasi 80%,- dan 

realisasi keuangan dari Rp. 199.522.411 atau sebesar 72,52%; 

- Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah (KPPKD) dengan capaian 

realisasi 70,00%,- dan realisasi keuangan dari Rp. 1.269.530.942,- sebesar 49,65%. 

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar                           

Rp. 8.601.475.672,- atau sebesar 75,92% adapun kegiatan yang direalisasikan meliputi:  

- Penyusunan rancangan RPJMA dengan capaian realisasi fisik 100,00%,- dan realisasi 

keuangan dari Rp. 1.406.809.524,- atau sebesar 88,22%; 

- Penyelenggaraan musrenbang RPJMA dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi 

keuangan dari Rp. 273.879.180,- atau sebesar 73,23%; 

- Penyusunan rancangan RKPA dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi keuangan 

dari Rp. 206.271.350,- atau sebesar 61,82%; 

- Penyelenggaraan musrenbang RKPA dengan capaian realisasi fisik 100%,- dan realisasi 

keuangan Rp. 1.135.957.950,- atau sebesar 93,26%; 

- Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah dengan capaian realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan Rp. 905.534.008,- atau 

sebesar 82,89%. 
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- Penyusunan kebijakan umum dan APBA (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran 

sementara (PPAS) dengan capaian realisasi fisik sebesar 85%  dan realisasi keuangan Rp. 

283.427.160,- atau sebesar 53,77%; 

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 25% 

dan realisasi keuangan Rp. 19.641.100,- atau sebesar 17,30%; 

- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan 

capaian realisasi fisik 85% dan realiasi keuangan Rp. 1.375.182.517,- atau sebesar 68,87%; 

- Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang didanai melalui 

sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana otonomi khusus dengan capaian 

realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan Rp.205.148.600,- atau sebesar 71,13%; 

- Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan gubernur dengan capaian realisasi fisik 50% 

Rp. 22.971.800,- atau sebesar 26,38%; 

- Pengembangan system perencanaan daerah secara elektronik dengan capaian realisasi fisik 

100% dan realiasi keuangan Rp. 789.910.148,- atau sebesar 86,15%; 

- Penilaian RKPD kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi 

keuangan Rp. 257.092.517,- atau sebesar 92,22%; 

- Integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran serta monev dengan capaian realisasi 

fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 829.015.000- atau sebesar 100%; 

- Integrasi dan sinergisitas rencana aksi nasional dan daerah tidak terlaksana (0%); 

- Penyusunan prioritas daerah terhadap prioritas nasional dengan capaian realisasi fisik 80% 

dan realisasi keuangan Rp. 829.341.122,- atau sebesar 72,78%; 

- Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan capaian realisasi fisik 

50%, dan realisasi keuangan Rp. 62.193.696,- atau sebesar 26,12%. 

i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

1.877.001.437,- atau sebesar 77,32%, adapun kegiatan yang direalisasikan meliputi :  

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan capaian realisasi fisik 

80% Rp. 748.860.330,- atau sebesar 69,72%; 

- Koordinasi percepatan pembangunan ekonomi Aceh dengan capaian realisasi fisik 90% 

Rp. 405.018.143,- atau sebesar 87,48%; 

- Koordinasi perencanaan pembangunan komoditas berbasis kluster dengan capaian 

realisasi fisik 85%  Rp. 723.122.964,- atau sebesar 81,19%. 

j. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan realisasi anggaran sebesar                                       

Rp. 868.532.142,- atau sebesar 63,70%, adapun kegiatan yang direalisasikan meliputi:  
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- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan capaian realisasi 

fisik 80% dan realisasi keuangan Rp. 576.298.052,- atau sebesar 75,10%; 

- Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dengan capaian realisasi fisik  25% dan 

realisasi keuangan Rp. 34.426.200,- atau sebesar 17,78%; 

- Koordinasi perencanaan peningkatan sumber daya manusia dengan capaian realisasi fisik 

75% dan realisasi keuangan Rp. 257.807.890,- atau sebesar 64,05%. 

k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 2.191.355.817,- atau sebesar 79,16% adapun kegiatan yang direalisasikan 

meliputi:  

- Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan 

prasarana dengan capaian realisasi fisik 85% dan realiasai keuangan Rp. 1.209.924.188,- 

atau sebesar 82,47%; 

- Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD dengan capaian realisasi fisik 85% dan 

realisasi keuangan Rp. 216.831.337,- atau sebesar 82,17%; 

- Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP) dengan capaian realisasi 

fisik 70% dan realisasi keuangan Rp. 192.989.416,- atau sebesar 60,41%; 

- Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Hibah WISMP) dengan capaian realisasi fisik 

65% dan realiasi keuangan Rp. 181.524.193,- atau sebesar 58,01%; 

- Koordinasi penurunan emisi gas rumah kaca dengan capaian realisasi fisik 100% dan 

realisasi keuangan Rp. 390.086.683,- atau sebesar 96,33%. 

l. Program Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga-lembaga Internasional, adapun 

kegiatan yang direalisasikan yaitu: 

- Koordinasi perencanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dengan NGO 

Internasional dengan capaian realisasi fisik 15% dan realisasi keuangan Rp. 18.419.246,- 

atau sebesar 13,45%. 

m. Program Diseminasi dan Informasi Teknologi, adapun kegiatan yang direalisasikan yaitu: 

- Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dengan Capaian realisasi fisik 80% dan 

realisasi keuangan Rp. 40.060.000,- atau sebesar 72,42%. 

n. Program Inovasi Daerah, adapun kegiatan yang direalisasikan, yaitu: 

- Kajian pengembangan inovasi teknologi dengan Capaian realisasi fisik 100 % dan realisasi 

keuangan Rp. 200.582.608,- atau sebesar 94,08%. 

 

Secara rinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Perangkat 

Daerah tahun lalu dijelaskan pada lampiran. 
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3.4 Analisis Permasalahan Dalam Pencapaian Target Organisasi 

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang telah dilakukan, secara umum terjadi penurunan 

kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh berbagai 

permasalahan yang menyebabkan target yang telah disusun tidak tercapai, antara lain: 

a) Belum optimalnya dukungan perencana dalam proses perencanaan pembangunan. 

Perencana masih kurang dalam memberikan dukungan totalitas dalam pelaksanaan proses 

perencanaan  

b) Hasil riset dan pengembangan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penyusunan 

dokumen perencanaan. Selama ini hasil kajian belum terpadu di bidang penelitian dan 

pengembangan. Hasil kajian pun belum interaktif sehingga mengurangi minat baca para 

perencana. 

c) Belum optimalnya ketersediaan data sektoral dan geospasial secara konsisten sebagai data 

terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Perencanaannya 

belum berdasarkan locus sehingga proses pembangunan masih menyebar dan belum tepat 

sasaran  

d) Belum optimalnya penyelenggaraan Musrenbang dalam merumuskan perencanaan 

pembangunan;  dan masih kurangnya dukungan politik terhadap hasil Musrenbang. Masih 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan daya dukung politik dalam 

perencanaan  

e) Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Aceh Tahun 2017 merupakan integrasi dari 

sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja serta instrument 

pertanggungjawaban yang akurat dan strategis mengenai berbagai capaian kinerja dalam rangka 

mencapai visi dan misi Bappeda Aceh dan Pemerintah Aceh secara umum. Laporan ini 

merupakan implementasi tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Aceh tahun 

2012-2017. 

Hasil capaian kinerja Bappeda Aceh Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

Dari hasil analisis terhadap mempunyai empat (4) sasaran strategis dengan delapan (8) indikator 

kinerja dengan realisasi rata 75 %. Pada tahun ini kinerja bappeda mengalami penurunan, hal ini 

bisa jadi disebabkan karena perombakan pejabat struktural sesuai dengan SOTK baru sehingga 

pada masa transisi terjadi tumpang tindih kewenangan tupoksi. 

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan dari 

para pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini dimasa yang 

akan datang. Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam perencanaan kinerja maupun 

anggaran dan menjadi bahan evaluasi internal untuk peningkatan kinerja Bappeda Aceh di masa 

yang akan datang. Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dan bekerja sama dalam penyusunan laporan ini. 

 

 

BAB IV 
PENUTUP 

 



 KET 

% TTB Rp. % TTB

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. BAPPEDA ACEH BELANJA DAERAH 71,056,612,288             100.00     85.80     85.80       59,573,136,087               83.84      83.84     11,483,476,201          

BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,873,356,632            37.82       89.64     33.90       24,080,703,708               89.61      33.89     2,792,652,924           

5.1.1. Belanja Pegawai 26,873,356,632             37.82       89.64      33.90        24,080,703,708                89.61       33.89      2,792,652,924            

BELANJA LANGSUNG 44,183,255,656             62.18       81.96      50.97       35,492,432,379               80.33      49.95     8,690,823,277           

5.2.1. Belanja Pegawai 11,128,760,000             15.66       95.46      14.95        10,266,429,636                92.25       14.45      862,330,364              

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28,760,474,378             40.48       74.86      30.30        21,338,369,743                74.19       30.03      7,422,104,635            

5.2.3. Belanja Modal 4,294,021,278               6.04         94.59      5.72         3,887,633,000                  90.54       5.47        406,388,278              

AZHARI, SE, M.Si

                                               Banda Aceh,      

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN  REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BERDASARKAN BELANJA

SKPA BAPPEDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

NO.

DINAS / INSTANSI 

/ UNIT KERJA 

(SKPD)

KEGIATAN / BELANJA

4

3.00.3.00.02.01.00.00.5.1

3.00.3.00.02.01.00.00.5.2

BOBOT

REALISASI

 SISA ANGGARAN FISIK KEUANGAN JUMLAH 

NIP. 19630325 198903 1 003

Pembina Utama Madya



 ANGGARAN (RP.) 
 KEUANGAN 

(%) 
 FISIK (%) 

26,873,356,632.00                 24,080,703,708.00                89.61                 89.64

44,183,255,656.00                  35,492,432,379.00                80.33                 81.96

1. 8,772,781,778.00                    7,755,156,689.00                  88.40                 86.61

1.1 32,300,000.00                         29,633,050.00                       91.74                  96.00

1.2 846,200,000.00                       708,234,735.00                     83.70                  87.00

1.3 151,027,500.00                       151,027,000.00                     100.00                89.00

1.4 613,875,000.00                       611,745,000.00                     99.65                  98.00

1.5 28,197,500.00                         22,727,000.00                       80.60                  58.00

1.6 3,179,871,278.00                    2,795,424,000.00                   87.91                  92.00

1.7 385,100,000.00                       380,510,000.00                     98.81                  102.60

1.8 361,600,000.00                       240,341,760.00                     66.47                  55.00

1.9 692,910,000.00                       674,742,108.00                     97.38                  96.00

1.10 542,295,000.00                       491,432,300.00                     90.62                  90.42

1.11 1,939,405,500.00                    1,649,339,736.00                   85.04                  88.67

2. 2,855,729,000.00                   2,267,411,720.00                  79.40                 70.75

2.1 300,000,000.00                       215,090,000.00                     71.70                  62.00

2.2 1,056,160,000.00                    711,881,152.00                     67.40                  57.00

2.3 385,419,000.00                       248,231,568.00                     64.41                  62.00

2.4 1,114,150,000.00                    1,092,209,000.00                   98.03                  102.00

3. 1,020,460,000.00                    872,533,214.00                     85.50                 85.50

3.1 623,520,000.00                       606,862,410.00                     97.33                  101.00

3.2 396,940,000.00                       265,670,804.00                     66.93                  70.00

4. 5,916,400,000.00                    5,766,489,901.00                  97.47                 102.21

4.1 5,728,400,000.00                    5,578,489,901.00                   97.38                  101.24

4.2 188,000,000.00                       188,000,000.00                     100.00                103.19

5. 4,435,837,284.00                   3,564,360,580.00                  80.35                 84.18

5.1 549,227,058.00                       425,464,898.00                     77.47                  81.76

5.2 839,153,300.00                       686,188,645.00                     81.77                  85.98

5.3 775,440,000.00                       685,209,817.00                     88.36                  89.93

5.4 1,313,976,926.00                    934,044,017.00                     71.09                  74.14

5.5 958,040,000.00                       833,453,203.00                     87.00                  89.10

6. 55,241,050.00                        -                                        -                     -               

6.1 55,241,050.00                         -                                        -                     0.00

7. 2,832,159,000.00                    1,469,053,353.00                  51.87                 57.81

7.1 275,119,000.00                       199,522,411.00                     72.52                  62.00

7.2 2,557,040,000.00                    1,269,530,942.00                   49.65                  53.63

8. 11,329,652,420.00                  8,601,475,672.00                  75.92                 64.14

8.1 1,594,658,300.00                    1,406,809,524.00                   88.22                  88.70

8.2 374,020,580.00                       273,879,180.00                     73.23                  69.73

8.3 333,678,640.00                       206,271,350.00                     61.82                  65.72

8.4 1,217,062,550.00                    1,135,057,950.00                   93.26                  97.13

8.5 1,092,469,000.00                    905,534,008.00                     82.89                  85.84

8.6 527,151,000.00                       283,427,160.00                     53.77                  53.25

8.7 113,542,100.00                       19,641,100.00                       17.30                  15.79

8.8 1,996,744,450.00                    1,375,182,517.00                   68.87                  70.26

8.9 288,406,000.00                       205,148,600.00                     71.13                  70.18

8.10 87,088,500.00                         22,971,800.00                       26.38                  30.88

8.11 916,853,000.00                       789,910,148.00                     86.15                  86.33

8.12 278,777,500.00                       257,092,517.00                     92.22                  96.55

8.13 829,015,000.00                       829,015,000.00                     100.00                100.69

8.14 302,638,500.00                       -                                        -                     0.00

8.15 1,139,475,900.00                    829,341,122.00                     72.78                  74.56

8.16 238,071,400.00                       62,193,696.00                       26.12                  20.56

9. 2,427,710,000.00                    1,877,001,437.00                  77.32                 79.91

9.1 1,074,117,600.00                    748,860,330.00                     69.72                  70.38

9.2 462,990,000.00                       405,018,143.00                     87.48                  89.45

9.3 890,602,400.00                       723,122,964.00                     81.19                  75.25

10. 1,363,556,200.00                    868,532,142.00                     63.70                 56.56

10.1 767,370,600.00                       576,298,052.00                     75.10                  79.80

10.2 193,668,200.00                       34,426,200.00                       17.78                  22.00

10.3 402,517,400.00                       257,807,890.00                     64.05                  67.87

 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan 

 Koordinasi perencanaan Peningkatan Sumber Daya 

 Penyusunan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional 

 Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Komiditas 

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 

 Koordinasi percepatan pembangunan ekonomi Aceh 

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial dan 

 Koordinasi Penyusunan Jawaban/ Penjelasan Gubernur 

 Koord. Penyusunan Program dan Keggiatan 

 Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara 

 Penilaian RKPD Kabupaten/Kota 

 Integrasi Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran serta 

 Integrasi dan Sinergisitas Rencana Aksi Nasional dan 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Penyediaan Alat Tulis Kantor 

 Penyediaan Makanan dan minuman 

 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

 Survey Data Primer Provinsi 

 Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan  

 Program Perencanaan Pembangunan  Ekonomi 

 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 

 Koordinasi Penelitian & Pengembangan di Provinsi serta 

 Pengembangan Pusat data dan informasi Perencanaan 

 Penyempurnaan Geodata Spasial base dan Penerapan 

 Koordinasi perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 

 Penyusunan Rancangan RPJMA 

 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMA 

 Penyusunan rancangan RKPA 

 Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan 

 Penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas 

 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan 

 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 

 Prog. Pengembangan Data / Informasi 

 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

 Penyelenggaraan Musrenbang RKPA 

 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

 Program Kerjasama Pembangunan 

 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

 Program Perencanaan Pembangunan  Daerah 

 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan 

 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ 

 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor 

 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 

 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor 

NO

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 

 Program Pelayanan Administrasi   Perkantoran 

 BELANJA TIDAK LANGSUNG 

 BELANJA LANGSUNG 

LAPORAN  REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPA BAPPEDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

 REALISASI 
 ALOKASI ANGGARAN 

(RP.) 
 PROGRAM/KEGIATAN 



 ANGGARAN (RP.) 
 KEUANGAN 

(%) 
 FISIK (%) 

NO
 REALISASI 

 ALOKASI ANGGARAN 

(RP.) 
 PROGRAM/KEGIATAN 

11. 2,768,279,686.00                   2,191,355,817.00                   79.16                 78.71

11.1 1,467,050,927.00                    1,209,924,188.00                   82.47                  79.94

11.2 263,881,337.00                       216,831,337.00                     82.17                  85.70

11.3

319,469,616.00                       192,989,416.00                     60.41                  64.98

11.4

312,927,500.00                       181,524,193.00                     58.01                  62.24

11.5 404,950,306.00                       390,086,683.00                     96.33                  100.70

12. 136,923,400.00                       18,419,246.00                       13.45                 17.00           

12.1 136,923,400.00                       18,419,246.00                       13.45                  17.00            

13. 55,314,000.00                        40,060,000.00                      72.42                 72.29           

13.1 55,314,000.00                         40,060,000.00                       72.42                  72.29            

14. 213,211,838.00                       200,582,608.00                    94.08                 94.41           

14.1 213,211,838.00                       200,582,608.00                     94.08                  94.41            

71,056,612,288.00                  59,573,136,087.00                85.80                 83.84

 Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 

 Kajian Pengembangan Inovasi Teknologi 

 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 

 Monitoring dan Evaluasi RTRWP Provinsi NAD 

 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan SDA(Pendukung 

WISMP) 

 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan SDA (Hibah WISMP) 

 Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

 Sosialisasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan 

 Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program 

 Total  

 Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga-

 Diseminasi dan Informasi Teknologi 

 Inovasi Daerah 

                                Banda Aceh,      

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

AZHARI, SE, M.Si

Pembina Utama Madya
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